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Daerah 

Oleh: Halilul Khairi 1 

Abstract, decentralization policy in Indonesia was changed by stipulating law 
number 23 of 2014 regarding local governance. This policy has various responses, 
both supporting and challenging responses. Some of the challengers submit this 
law to constitutional court. To understand more about this Act, this article tries to 
explore some basic principles of this Act. This article not only gives support to this 
law. but also gives critics for some concepts and ideas adopted in this law. Most of 
policy makers who are involved in decentralization issue in Indonesia now are still 
influenced by centralization thought which was adopted and implemented in new 
order era for more than 33 years. Those thoughts came from one idea that local 
governments are subordinates of central government which led by president. Under 
this concept, local governments only implement national policy and have a little 
chance to make regulation by themselves. Local authorities come from presidential 
pmver. therefore. local governments should be under central government control 
and supervision both in their local policy and local management. Basically, concept 
of local autonomy comes from idea/thought that people who lives in certain area 
has specific value. belief and geographic condition. They want to be allowed to make 
self-regulation for themselves which is different with another area in country. When 
national government agrees and allows people in the certain area to make self­
regulation and manage some government functions for themselves, it means that 
local autonomy is established. Local people establish local government which is 
independent from direct control and supervisim':. from central government. And as 
representative of local people, local government has authority and responsibility 
to make regulation by itself which may not violate national law, and implement 
its regulation under control by local people. Relationship between central and 
local government in unitary state is based on sovereignty. National government as 
representative of state's citizen has sovereignty, and instead, local government as 
representative of local people has no sovereignty, but only has autonomy. Central 
government has obligation to control all elements of state to obey the national 
sovereignty, included local government. 
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Konsep Dasar Otonomi Doerah 
UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 
sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menimbulkan banyak 
pro dan kontra dan bahkan banyak mendapat gugatan baik secara politik maupun 
secara hukum berupa uji materil yang diajukan kepada mahkamah konstitusi. Tulisan 
ini mencoba melihat konsepsi yang digunakan dalam perumusan Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 2014. Penulis yang merupakan salah satu anggota tim yang ikut 
merumuskan dan membahas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 akan mencoba 
melihat dart sisi teoritis, praktis maupun konstiusional dengan tidak mengambil sikap 
apriori mendukung secara membabi buta. 

Pembahasan ini sebagian diilhami oleh memori penulis terhadap berbagai 
perdebatan dalam perumusan dan pembahasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2014. Meskipun isu yang didiskusikan sangat banyak dan mencakup berbagai 
dimensi dart otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2014, namun dalam tulisan ini pembahasan akan difokuskan pada beberapa konsep 
dasar yang menjadi landasan dan jiwa dart lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014ini. 

Praktek otonomi daerah yang sentralistik pada zaman orde baru sudah merasuk 
ke dalam hampir semua penyelenggara negara baik pusat mapun daerah termasuk 
di kalangan legislatif. Pemahaman konseptual terhadap otonomi daerah yang berbeda 
dengan praktek yang diterapkan selama ini akan dipandang sebagai sesuatu yang 
salah kalau tidak mau disebut sebagai "nyleneh". Paham negara kesatuan yang 
dimaknai bahwa kekuasaan sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat yang dapat 
meliputi semua aspek dan semua tingkat tindakan pemerintahan semakin sulit untuk 
dirubah dan sudah dipandang sebagai hukum dasar. 

Dengan kondisi yang berkembang tersebut, maka meletakkan pengaturan 
yang sejalan dengan., paham otonomi yang sesungguhnya akan menghadapi banyak 
rintangan dan hambatan. Hambatan itu akan semakin besar dan kompleks ketika 
para pengambil kebijakan sudah sangat sedikit yang memahami dan mendalami 
konsep-konsep dasar dalam kebijakan desentralisasi. Rintangan terbesar lainnya 
adalah kepentingan politik yang meuncul dalam berbagai bentuk dan argumen 
yang disusun sedemikian rupa untuk menjaga terkonsentrasinya kekuasaan pada 
pemerintah pusat. 

Sesungguhnya kebijakan otonomi ditujukan untuk mencegah teijadinya 
pemusatan kekuasaan yang dapat melahirkan diktator, (Lipson dalam Gie, 1968: 15). 
Desentralistik atau otonom daerah juga justeru dapat mencegah disintegrasi bangsa 
dan menjadi pelindung integrasi negara, Rasyid (2004:16) dan Riker (1964:101). 
Semakin sentralistik suatu negara, maka semakin tinggi ketidakpuasan lokal yang nilai­
nilai, tradisi dan kondisinya tidak terakomodasi dalam kehidupan sosial, politik dan 
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pemerintahan, hal inijusteru dapat memecahbelah bangsa. Pengalaman penyelesaian 
konflik Aceh memperlihatkan bahwa konflik tidak dapal dilunlaskan dengan paham 
sentralistik, sebaliknya masalah Acehjusteru selesai c!engan pendekatan desentralistik 
dengan memberikan hak yang lebih besar kepada rakyat lokal untuk mengatur dirt 
sendiri. Kebijakan otonomi daerah hendaknya dipandang sebagai solusi disintegrasi 
dan bukan sebaliknya dipandang sebagai cikal bakal disintegrasi. 

Hakekat Daerah Otonom dan Otonomi Daerah 

Konsep manajemen yang menekankan pada pelaksanaan fungsi-fungsi 
manajemen oleh seorang manajer dalam mengelola sebuah organisasi terlihat lebih 
dominan mewarnai norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lalu. Dalam konsep manajemen itu, 
desentralisasi dimaknai sebagai upaya untuk memperpendek jarak an tara pengambil 
keputusan dengan konsumen yang dilayani, sehingga desentralisasi dimaknai sebagai 
pendelegasian wewenang dart unit organiasi yang lebih tinggi (kantor pusat) kepada 
unit organisasi yang lebih rendah (kantor wilayah/cabang) (Mintzberg. 1979:181). 

Dalam pandangan manajemen tadi. hubungan antara pusat dan daerah 
disederhanakan sebagai hubungan antar unit kerja yaitu hubungan antara unit 
organisasi pusat (dipimpin oleh Presiden) dengan unit kerja organisasi bawahan 
(dipimpin oleh gubernur dan bupati/walikota). Pandangan seperli ini terlihat jelas 
dari istilah yang digunakan dalam pembagian urusan pemerintahan dalam Undang­
Undang Nomor 32 tahun 2004 yang membagi urusan pemerintahan an tara pemerintah 
pusat dengan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Pemerintah 
pusat itu adalah Presiden dan pemerintahan provinsi itu adalah gubernur dan DPRD 
prtvinsi, begitujuga pemerintahan kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan DPRD 
kabupaten/Kota. Dengan pemahaman konsep seperti ini, maka sesungguhnya yang 
berotonorru •. itu bukan daerah otonom yang dimaknai sebagai kesatuan masyarakat 
hukum, melainkan kepala daerah dan DPRD, karena kewenangan yang diberikan oleh 
pemertntah pusat bukan kepada daerah otonom melainkan kepada pemertntahan 
daerah. 

Pandangan manajemen seperti ini dapat mengurangi atau menghilangkan 
kewajiban kepala daerah dan DPRD untuk bertanggung jawab kepada rakyat yang 
memilihnya, karena sesungguhnya urusan pemerintahan bukan milik rakyat tapi 
milik mereka sendiri. Pandangan ini dapat dianalogikan dengan jika seorang guru 
yang memberikan sebuah buku kepada ketua kelas, maka ketua kelas itu dapat 
menggunakan buku itu sendirian. Berbeda dengan jika guru tadi memberikan buku 
tersebut kepada murid di kelas tersebut, kemudian ditunjuk ketua kelas untuk 
menyimpan dan merawatnya, maka buku tersebut adalah milik seluruh siswa di 
kelas tersebut dan ke;tU;~;ke~a,s::;tidak.dapat menggunakannya sendirian kecuali atas 
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Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
konsep otonomi daerah dicoba diluruskan dengan membangun sebuah pemikiran 
bahwa yang menerima urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pusat adalah 
rakyat daerah, sehingga rakyat daerah itulah yang berhak mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan. Rakyat yang berotonomi itu diberi hak pula untuk 
memilih anggota badan perwakilan yang mewakili rakyat daerah (Smith, 2012: 15). 
Kepala daerah adalah orang yang ditunjuk oleh rakyat daerah baik secara langsung 
maupun melalui perwakilan untuk mengelola urusan pemerintahan yang diserahkan 
kepada rakyat daerah tersebut. Kepala daerah dan DPRD hanyalah penerima mandat 
untuk menyelenggarakan otonomi yang ada pada rakyat dan wajib mempertanggung 
jawabkan mandat tersebut kepada rakyat yang memilihnya. 

Atas dasar pemikiran tersebut, maka pembagian urusan pemertntahan diubah 
dari pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemertntahan 
daerah menjadi pembagian urusan pemerintahan antara pemertntah pusat dengan 
daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Meskipun pemikiran tentang konsep 
otonomi daerah sudah dirubah, namun pembahan pola hubungan antara pemertntah 
pusat dengan daerah otonom tidak mudah untuk dilakukan, pembahasan tentang ini 
akan didiskusikan pada bagian tersendiri. 

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa daerah otonom dibentuk sebagai wujud dart 
pengakuan oleh pemerintah nasional terhadap kesatuan masyarakat yang menempati 
suatu wilayah tertentu sebagai satu kesatuan politik yang berhak mengatur diri sendiri. 
Sekelompok masyarakat pada daerah tertentu merasa mereka mempunyai nilai-nilai 
atau kondisi yang berbeda dengan masyarakat daerah lain dan mereka menghendaki 
agar pengaturan tentang diri mereka dalam suatu umsan tertentu tidak diatur 
seragam oleh pemerintah pusat, melainkan diatur oleh mereka sendiri, maka ketika 
pemertntah pusat mengizinkan masyarakat tersebut untuk mengatur dirt mereka 
sendiri dalam suatu urusan tertentu tadi, ketika itulah terbentuk daerah otonom. 
Hak yang diberikan kepada daerah untuk mengatur sendiri umsan pemertntahan 
tertentu tadi melahirkan otonomi. 

Terbentuk atau tidaknya suatu daerah otonom tergantung sepenuhnya kepada 
kehendak pusat untuk memberikan atau tidak memberikan hak kepada suatu 
masyarakat untuk mengatur dan mengums diri sendiri. Oleh karena itu, keberadaan 
daerah otonom sepenuhnya bergantung kepada pemerintah pusat yang sertng 
diungkapkan bahwa local government is the creature of central government. Seperti 
halnya beberapa daerah di Indonesia yang sebelumnya tidak ada, namun kemudian 
pemerintah pusat membentuknya dengan undang-undang, maka daerah otonom itu 
menjadi ada. 

Begitu juga dengan urusan pemertntahan yang diserahkan kepada daerah otonom 
bergantung sepenuhnya kepada kehendak pemerintah pusat. 
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Tujuan utama diserahkannya suatu urusan pemerintahan kepada daerah otonom 
adalah untuk demokratisasi lokal climana rakyal daerah dapat mengatur sendiri suatu 
urusan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi masyarakat setempat. 
Jika pemerintah pusat menyerahkan suatu urusan kepada suatu daerah otonom, 
mengandung makna bahwa pemerintah pusat menghendaki urusan pemerintahan 
tersebut dapat dialur berbeda anlara salu daerah dengan daerah lainnya. 

Meskipun daerah otonom diberikan hak mengatur dan mengurus suatu urusan 
pemerintahan yang diotonomikan kepada daerah. namun makna hakiki dari otonomi 
adalah terletak pacta adanya hak unluk mengatur. bukan pada hak untuk mengurus. 
Karena hak mengatur hanya diberikan kepada daerah yang mempunyai otonomi dan 
tidak diberikan kepada perangkat dekosentrasi. Sedangkan hak untuk mengurus 
diberikan kepada daerah otonom dan juga diberikan kepada perangkat dekonsentrasi. 
Contohnya, UPT Bina Marga milik kementerian PU diberikan kewenangan untuk 
mengurus jalan nasional dan jembatan pacta jalan nasional, sementara itu daerah 
otonom juga diberikan hak untuk mengurus jalan milik daerah, namun UPT Bina 
Marga tidak boleh membuat peraturan sendiri dalam mengelola jalan nasional 
tersebut, sedangkan daerah otonom dapat mengatur sendiri pengelolaan jalan milik 
daerah otonom tersebut melalui perda atau perkada. Dengan demikian desentralisasi 
urusan pemerintahan agar dapat dilaksanakan eli daerah dapat dilakukan dengan 
menyerahkan kepada daerah otonom yang dikenal sebagai local democratic model 
atau oleh Prasojo (2007: 1.3) disebul participatory model atau diserahkan kepada 
perangkat atau unit ke1ja yang dibenluk eli daerah yang dikenal dengan structural 
efficiency model. 

Penyerahan urusan pemerintahan dengan menggunakan local democratic model 
seperti yang telah diuraikan eli atas mempunyai tujuan yang berbeda dengan structural 
efficiency model. Local demokratic model merupakan bentuk dari penyerahan 
kewenangan berdasarkan azas otonomi. Smith (2012:29-41) mengemukakan ada 4 

tujuan dart otonomi daerah yaitu pendidikan politik, latihan kepemimpinan politik, 
stabilitas politik dan kesamaan politik. Keempat tujuan tadi pada dasarnya adalah 
hasil dart adanya hak masyarakat lokal untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan 
tersebut berdasarkan nilai-nilai, kondisi dan aspirasi masyarakat setempat. 

Sementara penggunaan structural efficiency model bertujuan untuk 
mendekatkan pelayanan dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Untuk 
mendekatkan pelayanan dan efisiensi pelayanan bukanlah tujuan yang hanya dapat 
dicapai dengan pemberian otonomi kepada daerah, namun dapat dilakukan dengan 
membentuk perangkat/unit keija di daerah tersebut yang diikuti dengan pendelegasian 
kewenangan. Sedangkan demokratisasi lokal hanya dapat dicapai dengan memberikan 
otonomi kepada masyarakat lokal. Sebagai contoh, pelayanan akta nikah bagi umat 
Islam adalah urusan agama yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Untuk 
mendekatkan dan mengefisienkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pusat 
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memebentuk unit kerja kementerian agama sampai ke tingkat kecamatan berupa 
kantor urusan agama yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan akte nikah, 
maka untuk memperoleh akte nikah masyarakat tidak perlu mengurusnya ke Jakarta 
tapi cukup di kecamatan. 

Tujuan efisiensi penyelenggaraan pemetintahan daerah juga tidak semata-mata 
dicapai dengan menyerahkan suatu urusan pemerintahan kepada daerah otonom. 
Sebagai contoh, untuk mengurus jalan negara di 3 wilayah provinsi cukup dibentuk 
satu UPT Bina marga yang dipimpin oleh seorang eselon lib a tau eselon lila. Sedangkan 
untuk mengurus jalan provinsi, setiap provinsi membentuk satu dinas bina marga 
dengan eselon Ila. Contoh lainnya misalnya dalam pengelolaan pendidikan. Untuk 
mengelola MI (setingkat SO). MTs (setingkat SMP) dan MAN (setingkat SMA) oleh 
kementerian Agama di kabupaten hanya dibentuk setingkat seksi (eselon IVa). 
Sedangkan untuk mengelola SO. SMP dan SMA/SMK di daerah otonom dibentuk 
Oinas yang terdiri dari 1 eselon lib, 5 eselon Ill, dan 13 eselon IV. Oengan demikian, 
penyerahan urusan kepada daerah otonom tidak menjamin pemerintahan menjadi 
lebih efisien. 

Masyarakat lokal tidak dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
yang diserahkan kepadanya secara bersama-sama setiap waktu. Oleh karena itu, 
masyarakat lokal memerlukan lembaga dan pejabat yang ditunjuk langsung oleh 
masyarakat lokal yang dibeti tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan 
yang diotonomikan kepada daerah baik dalam bentuk kekuasaan mengatur maupun 
dalam bentuk kekuasaan mengums. Dalam rangka check and balance, kekuasaan 
menyelenggarakan urusan pemerintahan terse but tidak tepat jika diserahkan kepada 
satu lembaga atau satu pejabat saja karena dapat menimbulkan otoritarianisme, 
maka di daerah dibentuk lembaga yang berfungsi mengatur (legislatif) dan lembaga 
yang berfungsi mengurus (eksekuti!). 

Setelah urusan diserahkan kepada daerah otonom, dan untuk menjamin agar 
otonomi daerah dapat diatur dan diurus sendiri, maka kepada daerah otonom tersebvt 
harus diserahkan pula sumber daya yang diperlukan untuk dikelola secara otonorn 
seperti sumber keuangan, sumber daya manusia dan sumberdaya sarana/prasarana 
serta sumber daya lainnya (Gie, 1968: 136-137). 

Keseluruhan konsep tadi merupakan suatu keniscayaan dalam kebijakan otonorni 
daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 4 unsur mutlak yang wajib ada 
pada setiap kebijakan otonomi daerah yaitu; pertama, adanya masyarakat hukum 
yang rnendiami suatu daerah dengan batas-batas tertentu; kedua, adanya urusan 
pemerintahan yang diserahkan kepada masyarakat daerah untuk diatur dan diurus 
sendiri; ketiga, adanya lembaga politik yang personilnya dipilih oleh masyarakat lokal; 
keempat, adanya sumber daya yang diberikan untuk diatur dan dikelola sendiri oleh 
daerah otonom untuk menjalankan urusan pemerintahan yang diserahkan menjadi 
rumah tangga daerah. 
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Kedudukan Daerah Otonom 

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa" NKRI dibagi ke dalam daerah 
provinsi dan tiap-tiap daerah provinsi dibagi ke dalam daerah kabupaten dan kota, 
setiap daerah provinsi dan kabupalen/kola mempunyai pemerintahan daerah. 
Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (2) dinyatakan "pemerinlahan daerah provinsi 
dan pemerinlahan daerah kabupalenjkota berhak mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerinlahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan 
ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulkan bahwa: 
a. Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota masing-masing mempunyai 

pemerintahan daerah. lni bermakna bahwa pemerintahan provinsi dan 
pemerintahan kabupatenjkota terpisah dan tidak merupakan satu kesatuan 
pemerintahan. Pemerintahan provinsi bukan merupakan bagian atau bukan 
merupakan struktur dari pemerintahan kabupatenjkota dan begitu juga 
sebaliknya. 

b. Pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota berhak mengaur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan 
tugas pembantuan. lni bermakna bahwa masing-masing provinsi dan masing­
masing kabupaten/kota dibentuk untuk mengurus urusan rumah tangganya 
sendiri-sendiri. kalimal ··mengalur dan mengurus sendiii" menunjukkan bahwa 
pemerinlah provinsi tidak ikut mengurus urusan pemeiintahan yang menjadi 
kewenangan kabupalen/kola, dan begitu juga sebaliknya. 

c. Pasal 18 ayat ( 1) dan ayat (2) UUD 1945 menghendaki bahwa di Indonesia terdapat 
dua jenis daerah otonom yaitu daerah otonom provinsi dan daerah otonom 
kabupaten/kota yang keduanya diberikan urusan pemerintahan sendiri-sendiri. 
Dengan demikian, harus ada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah provinsi untuk diatur dan diurus sendiri sebagai daerah otonom dan 
harus ada pula urusan pemerintahan yang menjadi kev;enangan kabupaten/ 
kota untuk diatur dan diurus sendiri oleh pemerintahan kabupaten/kota. 

Pembagian Urusan Pemerintahan 

Penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom merupakan pondasi 
dalam kebijakan otonomi daerah (Cheema & Rondinelli, 1987:12). Tanpa adanya 
penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom, maka tidak dapat dikatakan 
adanya desentralisasi. Meskipun ada desentralisasi berupa dekonsentrasi, namun 
dekonsentrasi itu pada dasarnya adalah bentuk yang lebih halus dari sentralisasi. 
Luas atau sempitnya otonomi suatu negara dapat dilihat dari banyak atau sedikitnya 
urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Dalam menentukan 
urusan pemerintahan mana yang diserahkan kepada daerah dan urusan mana yang 
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masih tetap diselenggarakan oleh pusat, maka dalam menyusun Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 terdapat beberapa pertimbangan yang dijadikan landasan 
yaitu: 
a. Pertimbangan Konstitusional 

Dalam negara kesatuan seluruh kekuasaan negara berada pada pusat, lalu 
kemudian dalam rangka demokraisasi. pusat membagi sebagian kewenangan 
itu secara vertikal kepada daerah otonom. Begitu pula yang diatur dalam 
pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah 
menjalankan otonomi seluas-luasnya. kecuali urusan pemerintahan yang oleh 
undang-undang dinyatakan sebagai kewenangan pemerintah pusat. 
Ketentuan konstitusi di atas menghendaki bahwa sebagian besar urusan 
pemerintahan diserahkan kepada daerah otonom, namun urusan apa saja 
dan seberapa banyak urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah 
otonom dan berapa banyak yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat 
diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Otonomi seluas-luasnya 
tersebut dapat diberikan kepada daerah provinsi atau daerah kapubaten/kota, 
karena baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota berdasarkan pasal 
18 (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah daerah otonom sebagaimana diuraikan di 
atas. 
UUD 1945 mengamanatkan agar otonomi dibe1ikan seluas-luasnya kepada 
pemerintahan daerah. namun UUD 1945 tidak menentukan urusan mana yang 
diserahkan kepada daerah otonom provinsi dan urusan pemerintahan mana pula 
yang diserahkan kepada daerah otonom kabupaten/kota. Yang dikehendaki oleh 
UUD 1945 adalah agar sebagian besar (seluas-luasnya) urusan pemerintahan 
diserahkan kepada daerah otonom yang rinciannya diatur dengan undang­
undang. 
Salah satu perbedaan penting antara negara kesatuan dan negara federal 
adalah terletak pada alat• mengatur pembagian kekuasaan antara pusat dan 
daerah. Di negara kesatuan pembagian urusan pemerintahan antara pusat 
dan daerah ditentukan oleh pemerintah pusat, sedangkan pada negara federal 
sebagian besar pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan negara 
bagian diatur dalam konstitusi. Pengaturan pembagian urusan dalam konstitusi 
biasanya menggunakan sistem reseiVe of power, dimana di dalam konstitusi 
hanya menyebutkan rincian kewenangan pemerintah pusat saja kemudian 
sisanya menjadi kewenangan negara bagian, atau sebaliknya konstiusi hanya 
menyebutkan rincian kewenangan negara bagian saja kemudian sisanya 
menjadi kewenangan pusat. 
Pengaturan rincian pembagian kewenangan dalam konstitusi menempatkan 
pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian berada pada posisi yang 
sejajar, dimana pemerintah pusat tidak dapat menarik kewenangan yang 
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sudah dinyatakan sebagai kewenangan negara bagian, dan sebaliknya negara 
bagian juga tidak dapat menarik kewenangan yang sudah dinyatakan sebagai 
kewenangan pemerintah pusat. 
UUD 1945 tidak mengatur rincian pembagian kewenangan antara pemerintah 
pusat dan daerah. Ketentuan ini sangat sejalan dengan prinsip negara kesatuan 
dimana penentuan rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom diserahkan kepada pusat yang pengaturannya melalui undang­
undang. 
Dengan ketentuan konstitusi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 
UUD 1945 konsisten dengan prinsip negara kesatuan dengan tidak mengatur 
rincian urusan pemerintahan apa scya yang harus diserahkan kepada daerah 
otonom, namun UUD 1945 hanya mengamanatkan agar seluas-luasnya urusan 
pemerintahan diserahkan kepada pemerintahan daerah. 
UUD 1945 juga tidak mengamanatkan agar otonomi seluas-luasnya tersebut 
berada pacta kabupaten/kota atau berada pada provinsi. Semuanya diserahkan 
kepada undang-undang. 
UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menjalankan 
amanat UUD 1945 tersebut dengan menyerahkan sebagian besar urusan 
pemerintahan kepada daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten/ 
kota. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 
adalah urusan-urusan yang bersifat lintas provinsi, urusan dalam hubungan 
internasional dan urusan pemerintahan yang bersifat strategis bagi kepentingan 
nasional. 
Pertimbangan dalam pembagian kewenangan antara pemerintahan provinsi 
dan pemerintahan kabupaten/kota ditentukan dengan menggunakan kriteria 
tertentu yang dapat menjamin bahwa setiap urusan pemerintahan yang 
diserahkan kepada daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat 
terlaksanakan se.,~ara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan dan 
kesejahteraan masyarakat. 

b. Pertimbangan Praktis 
Pembagian urusan pemerintahan merupakan landasan bekeijanya sebuah 
pemerintahan daerah. Tanpa adanya urusan pemerintahan yang diserahkan 
kepada daerah, maka sesungguhnye~. otonomi daerah tersebut tidak pernah ada. 
Langkah pertama dan pondasi dalam penataan kebijakan otonomi daerah han1s 
dimulai dari penataan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah 
pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. 
Jika pembagian urusan pemerintahan dapat ditata deugan baik, maka hal 
tersebut merupakan modal awal untuk menata kebijakan otonomi daerah, 
namunjika pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi 
dan kabupaten/kota tidak jelas, maka seluruh manajemen pemerintahan akan 
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Kekuasaan pemerintahan harus dibagi dengan jelas agar tidak terjadi konflik 
kewenangan antar susunan pemerintahan. Konflik kewenangan akan membawa 

konsekuensi terhadap manajemen perencanaan. manajemen anggaran. 
manajemen aset dan manajemen pelayanan publik. 
Pembagian kewenangan yang tidak jelas dapal mengakibatkan suatu fungsi 
pemerintahan atau layanan pemerintahan menjadi rebutan semua susunan 
pemerintahan, atau sebaliknya fungsi pemerintahan dan layanan pemerintahan 
tersebut menjadi terlantar karena tidak ada susunan pemerintahan yang 

melaksanakannya. 
Pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam PP Nomor 38 tahun 2007 
sebagai tindak lanjut pengaturan dari UU Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah mengandung beberapa masalah dalam pembagian urusan 
pemerintahan antara lain: 
a. Pembagian urusan pemerintahan tidak mempunyai pola dan pendekatan 

yangjelas. Dimana substansi pembagian urusan pemerintahan bercampur 
aduk antara fungsi manajemen. unsur manajemen, program atau 
kebijakan. Sehingga terdapat kesemrautan kewenangan dimana fungsi 
perencanaannya ada pacta provinsi. sedangkan programnya ada pacta 

kabupaten/kota. 
b. Terdapat pembagian urusan pemerintahan yang tumpang tindih. dimana 

suatu fungsi pemerintahan menjadi kewenangan semua tingkatan/ 
susunan pemerintahan. Misalnya fungsi pelatihan tenaga kerja menjadi 

kewenangan pemerintah pusat. juga menjadi kewenangan provinsi dan 
kabupaten/kota. 

c. Perbedaan kewenangan an tara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ 
kota ditentukan dengan menggunakan skala. Padahal sebagian besar 
urusan pemerintahan tidak dapat ditentukan berdasarkan skala, apalagi 
skala sering didefmisikan sebagai lokasi. sehingga mengakibatkan hampir 
semua urusan pemerintahan dalam prakteknya menjadi kewenangan 
kabupaten/kota karena semuanya pasti berlokasi di wilayah kabupaten/ 
kota. Penggunaan skala ini mengakibatkan kewenangan provinsi nyaris 
tidak ada kecuali urusan tertentu yang volumenya sangat kecil, sehingga 
daerah otonom provinsi tidak banyak mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan seperti yang diamanatkan dalam pasal 18 ayat (2) 

UUD 1945. 

Selama ini berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah· 
terjadi ketidakjelasan dan ketidakseimbangan kewenangan antara provinsi dengan 
kabupaten/kota dalam praktek penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 
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Akibat dari semua urusan pemerintahan menumpuk pada pemerintah kabupaten/ 
kola, maka anggaran kabupaten/kota sebagian besar habis untuk belanja pegawai 
dimana pada tahun 2014 rata-rata belanja pcg;awai kabupeten/kota mencapai 47.3 

%. Angka tersebut belum termasuk belanja operasional yang diperkirakan akan 
menghabiskan anggaran sekitar 10%. Sementara itu. daerah provinsi nyaris tidak ada 
kewenangan yang menjadi kewenangannya. sehing,ga beban anggaran provinsi untuk 
belanja pegawai pada tahun 2014 hanya rata-rata 17 %. Akibat dari kewenangan yang 
tidak seimbang tersebut banyak kewenangan kabupalen/kota yang tidak terurus 
dengan baik yang pada akhirnya mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat tidak 
maksimal. 

Oi bidang kesehatan, kewenangan provinsi selama ini hanya mengelola mmah 
sakit provinsi, sementara undang-undang kesehatan mengamanatkan agar 10 % 

anggaran digunakan untuk membiayai sektor kesehalan. 
Begitu juga dengan bidang pendidikan, selama ini provinsi nyaris tidak punya 

kewenangan di bidang pendidikan kecuali pengelolaan sekolah luar biasa (SLB) yang 
jumlahnya sangat terbatas. Padahal UUD 1945 menganatkan agar 20 % anggaran 
pusat dan daerah dialokasikan untuk bidang pendidikan. Anggaran pendidikan 
daerah provinsi yang sangat besar tersebut tidak mungkin hanya untuk membiayai 
pengelolaan SLB yang menjadi kewenangan provinsi, sehingga akhirnya provinsi 
terpaksa turut serta dan terlibat dalam penyelenggaraan urusan pendidikan yang 
menjadi kewenangan dan rumah tangga kabupatcn/kota. 

Dalam pelaksanaan anggaran pendidikan oleh pemerintah provinsi banyak terjadi 
masalah dan temuan audit karena daerah provinsi menganggarkan langsung belanja 
pendidikan untuk SO, SMP atau SMA yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 
dalam dokumen pelaksanaan anggaran dinas pendidikan provinsi. 

Fakta ini menggambarkan betapa se1iusnya masalah ketimpangan dalam 
pembagian kewenangan yang berakibat pula pada ketimpangan antara kewenangan 
dengan anggaran baik pada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang 
selama ini terjadi berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004. Filosofi anggaran daerah 
adalah untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangan daerah. Anggaran Provinsi 
seyogyanya harus digunakan untuk membiayai umsan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan provinsi, sementara kewenangan tersebut nyaris tidak ada, sehingga 
memaksa provinsi ikut membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
dan urusan rumah tangga kabupaten/kota. Model seperti ini sangat sulit dalam 
manajemen perencanaan dan penganggaran dan sangat berpotensi menimbulkan 
konflik antara provinsi dan kabupaten/kota. 

Untuk menata kembali pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah 
provinsi dan kabupaten/kota, UU Nomor 23 tahun 2014 melakukan perubahan dalam 
menentukan pembagian umsan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah 
provinsi dan daerah kabupaten/kota agar masalah-masalah yang sudah diuraikan di 
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atas dapat diatasi. 
UU Nomor 23 tahun 20 14 lentang Pemeiinlahan daerah menggunakan kriterta 

tertentu dalam membagikan urusan pemertntahan antara pemerintah pusat dan 
daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Dengan krtterta tersebut, substansi 
urusan pemeiintahan pada masing-masing bidang pemerinlahan dibagi secara jelas 
(clear cut) antara pemerintah pusat. provinsi dan kabupaten/kola. 

Dengan pola pembagian urusan yang diadopsi dalam UU nomor 23 tahun 2014 
ini, maka terjadi keseimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota, 
meskipun sebagian besar kewenangan masih berada pada kabupaten/kota, namun 
sudah semakin jelas pemisah antara kewenangan daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota dan masalah tumpang tindih urusan dapat diatasi dan diselesaikan 
dengan baik. 

Pemisahan urusan pemertntahan secarajelas ini sebagai upaya untuk memenuhi 
amanat pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menghendaki agar pemerintahan provinsi 
dan pemertntahan kabupaten/kola mengurus sendirt urusan pemertntahannya 
masing-masing. Tumpang tindih kewenangan dan ketidakseimbangan kewenangan 
mengakibatkan provinsi dan kabupaten/kota terpaksa ikut dan terlibat mengurus 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan susunan pemerintahan yang lain. 
Ikut serta dan keterlibatan provinsi dalam mengurus urusan pemertntahan yang 
menjadi kewenangan kabupaten/kota yang teijadi selama ini bertentangan dengan 
amanat pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menghendaki masing-masing provinsi dan 
kabupaten/kota "mengatur dan mengurus sendirf· urusan pemerintahan berdasarkan 
azas otonomi. Dengan ikut sertanya provinsi dalam mcngurus kewenangan kabupaten/ 
kota, maka hak kabupaten/kota untuk "mengatur dan mengurus sendirt" menjadi 
hilang atau berkurang. 

Adanya perpindahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota ke daerah 
provinsi tidak menggangu pelayanan kepada masyarakat. Masalah jarak yang jauh 
antara provinsi dengan masyarakat dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan 
structural efficiency model, dimana pemerintah provinsi dapat membentuk unit 
kerja di tingkat kabupaten/kota atau sampai ke tingkat kecamatan yang diberikan 
wewenang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Daerah provinsi juga 
dapat menugaskan pelaksanaan urusan pemertntahan yang menjadi kewenangan 
provinsi tersebut kepada kabupaten/kota berdasarkan azas tugas pembantuan. 

Di sisi lain, dengan perpindahan sebagian kewenangan dart pemertntah kabupaten/ 
kota kepada provinsi akan membertkan ruang yang cukup bagi provinsi untuk 
menggunakan anggarannya yang selama ini idle dengan membertkan pelayanan yang 
optimal sesuai dengan kewenangannya. Sementara itu, kabupaten/kota juga dapat 
lebih maksimal dalam menggunakan anggarannya yang selama ini banyak tersedot 
untuk belanja pegawai dapat dialihkan untuk pelayanan publik. Dengan pembagian 
urusan pemerintahan yang ditata kembali dalam UU Nomor 23 tahun 2014 ten tang 
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Pemerintahan Daerah ini akan menctorong penyelen.~araan urusan pemerintahan 
oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota beljalan secara maksimal. 

Hubungan Pusat dan Daerah 

Seperti yang sudah dikemukakan eli atas. bahwa hubungan pusat dan daerah 
dalam Undang-Undang Nomor 23 TallUn 2014 masih menggambarkan hubungan 
antara unit organisasi atasan dengan unit organisasi bawahan. Hubungan pusat 
dan daerah dipandang sebagai hubungan antara presiden dengan gubernur, bupati/ 
walikota termasuk DPRD. Pemikiran ini tidak sejalan dengan konsep otonomi daerah 
yang sesungguhnya. dimana daerah dibentuk karena adanya rakyat di daerah 
tersebut yang menginginkan untuk mengatur diri sendiri yang berbeda dengan rakyat 
daerah lain, sehingga daerah otonom itu tidak lain dan tidak bukan adalah kesatuan 
masayarakt hukum yaitu rakyat di daerah itu sendiri. 

Pemikiran bahwa hubungan pusat dan daerah adalah hubungan antara presiden 
dengan kepala daerah dan DPRD sebagai hubungan yang bersifat hirarkhi mengandung 
beberapa kelemahan antara lain : 
a. Presiden adalah pejabat pemerintah. seclangkan daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum. Tidak sepadan ( tidak apple to apple) meletakkan hubungan 
hierarkis antara pejabat pemerintahan dengan rakyat sebagai kesatuan 
masyarakat hukum. Ral\~''t! sekrcil apapun jumlahnya dan bahkan sebagai 
individu sekalipun tidak dapat clikatakan bahwa dia adalah bawahan dari pejabat 
pemerintah. Rakyat adalah pcmegang kt'henclak teriinggi atau keclaulatan. 
seclangkan pejabat pemerintah seberapapun tinggi jabatan yang dipegangnya. 
clia hanyalah pelaksana dari kehendak rakyat tacli. Pejabat pemerintah tidak 
boleh berkehendak berlawanan dengan kehendak rakyat. 

b. Presiden adalah pelaksana dari keclaulatan (eksekutiO dan seorang presiden 
tidak dapat mengatur rakyat kecuali atas amanat undang-undang yang 
dibuat oleh rakyat itu sendiri. Dalam demokrasi, hanya rakyatlah yang berhak 
menentukan apa yang dilarang dan apa yang wajib bagi rakyat beserta segala 
konsekuensinya (from people. by people, for people). Sementara itu daerah 
otonom justeru diberikan hak untuk mengatur dan mengurus diri sendiri. Rakyat 
diberikan otonomi berarti rakyat di daerah diberikan hak untuk memutuskan 
segala sesuatu tentang diri mereka sendiri sesuai dengan urusan pemerintahan 
yang diberikan kepada mereka. Rakyat daerah dapat menentukan apa yang 
dilarang dan apa yang diwajibkan bagi mereka sendiri. Dengan dernikian, maka 
meletakkan presiden dalam hubungan yang hierarkis adalah sesuatu yang 

keliru. 
c. Memandang bahwa kewenangan yang diserahkan kepada daerah adalah 

kewenangan eksekutif adalah suatu pemikiran yang perlu diuji kembali. 
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Kekuasaan presiden adalah keuasaan executive power, dan bukan kekuasaan 
regulatory power. Pasal 4 ayat ( 1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden 
memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Dalam UUD 1945 pasca 
amandemen. kekuasaan pemerintahan sudah dibagi baik secara horizontal 
maupun secara vertikal. Secara horizontal kekuasaan pemerintahan dibagi 
antara presiden. DPR. DPD. DPR. MA. MK dan lembaga tinggi negara lainnya 
termasuk lembaga negara mandiri lainnya. Kekuasaan pembentukan UU 
tidak lagi berada di tangan presiden seperti sebelum amandemen UUD 1945, 
melainkan sudah menjadi kekuasaan DPR sesuai pasal 20 ayat (l) UUD 1945 
yang menyatakan "DPR memegang kekuasaan membuat undang-undang". Oleh 
karena itu, kekuasaan mengatur rakyat terutama yang membebankan atau 
membatasi rakyat hanya bisa dilakukan oleh DPR dengan membentuk undang­
undang. Sejalan dengan itu, maka peraturan pemerintah maupun peraturan 
presiden tidak dapat memberikan sanksi kepada rakyat. 
Sementara itu, sebagian kekuasaan pemerintahan negara juga dibagi secara 
vertikal kepada daerah otonom sebagaimana diatur dalam pasal 18 UUD 1945. 
Sebagian kekuasaan pemerintahan negara diserahkan kepada daerah otonom 
untuk diatur sendiri. Karena daerah otonom tidak hanya diberikan kekuasaan 
pelaksanaan pemerintahan (executive powe.rj dari presiden, namun juga diberi 
hak untuk menentukan apa yang wajib dan apa yang dilarang bagi rakyat di 
daerah tersebut. Oleh karena itu, daerah otonom berhak membentuk peraturan 
daerah yang dapat memuat sanksi kepada rakyat baik sanksi administrasi 
maupun sanksi pidana. Jika kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah 
berasal dari presiden. maka tidak mungkin daerah punya kekuasaan untuk 
mengatur rakyat dengan hak mengatur sanksi baik administrasi maupun 
pidana. karena presiden tidak mempunyai hak untuk mengatur sanksi bagi 
rakyat baik administratif maupun pidana. 

Hubungan antara pusat dengan daerah haruslah dimaknai sebagai hubungan 
antara rakyat negara dengan rakyat daerah dalam hubungan kedaulatan. Dalam 
negara kesatuan, rakyat negara lebih superior dari rakyat daerah karena rakyat 
negara memegang kedaulatan, sedangkan rakyat daerah tidak mempunyai kedaulatan 
melainkan hanya mempunyai otonomi (Strong, 1966: 108). Kedaulatan mengandung 
2 makna yaitu kedaulatan ke luar (external sovereignty) dan kedaulatan ke dalam 
(internal sovereignty). Kedaulatan ke luar adalah independensi negara terhadap 
negara lain, sedangkan kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan untuk membuat dan 
menjalankan undang-undang. Dalam hubungan kedaulatan, maka rakyat daerah 
tidak dapat mengatur urusan rumah tangganya bertentangan dengan yang telah 
diatur oleh rakyat negara. 

Seluruh daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang 
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menjadi kewenangan rumah tangga daerah wajib mematuhi undang-undang yang 
sudah dibuat oleh rakyat negara. Sejalan dengan itu, seyogyanya perundang-undangan 
yang mengatur kehidupan rakyat hanya ada dua yaitu undang-undang (laHI} yang 
dibuat oleh rakyat negara (DPR) dan peraturan daerah (bylaHI} yang dibuat oleh rakyat 
daerah (DPRD). Kedudukan daerah otonom hanya bersifat subordinat dari negara 
atau sering distilahkan sebagai sub-nasional, bukan subordinat dari eksekutif pusat. 

Kedudukan daerah otonom dalam menjalankan urusan rumah tangganya sehari­
hari terlepas dari pengaruh pengaturan dari pemerintah pusat atau "zelfstanding' 

sehingga tidak ada "hierarchische gebondenheid' dengan eksekutif pusat (Gie, 
1968: 135). Aparat pemerintah daerah juga bukan meru pakan "am telijk ondergeschikf' 

dari pemerintah pusat. 
Daerah otonom dapat mengatur dan mengurus apapun umsan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan 
rakyat nasional yang diatur dalam undang-undang sebagai wujud kedaulatan negara 
yang tidak terbagi. 

Hubungan dan keterlibatan eksekutif pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah oleh kepala daerah dan DPRD adalah hu bung an untuk membina dan mengawasi 
agar daerah tunduk pacta kedaulatan negara dan tidak melanggar kedaulatan negara 
tersebut. bukan dalam hubungan intervensi yang ikut campur mengatur rumah 
tangga daerah yang sudah diserahkan sebagai urusan otonomi. Dalam hubungan 
pengawasan ini, eksekutif pusat dapat menjaluhkan sanksi kepada daerah yang 
melanggar kedaulatan negara berupa sanksi administratif. termasuk melakukan 
proses pidana sesuai dengan undang-undang. 
Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan yang diuraikan di atas 
tadi dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Penutup 
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Pembahasan mengenai pemahaman singkat terhadap konsep pemikiran dalam 
UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan membertkan ruang 
diskusi baik yang pro maupun yang kontra. Diskusi ini bertujuan untuk membeiikan 
perspektif yang lebih klitis baik dalam rangka mendukung maupun menolak sebagai 
upaya untuk mengembangkan konspesi otonomi daerah dan pergolakan pemikiran 
yang melatarbelakanginya termasuk dalam perumusan dan pembenlukan undang­
undang nomor 23 tahun 2014. 
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